
1. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tcruang Pembentukan 
Oaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provins. .Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Rcpublik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor -1355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah bebcrapa kali diubah terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ientang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679): 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kctcntuan Pasal 89 
Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, untuk 
mcmberikan acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah Tahun 2017 serta rnewujudkan 
penganggaran berbasis prestasi kerja, rnaka perlu disusun 
Pedornan Penyusunan Rcncana Kcrja dan Anggaran Dacrah 
Saruan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, perlu menctapkan Pcraturan Bupati tcntang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja clan Anggru·an Satuan 
Kerja Perangkar Daerah Tahun A nggaran 2017. 

BUPATI JEPARA, 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA l{ERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAE:RAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAH MAT TUHAN YA.J'IG MAHA ESA 

TENT ANG 

34 TAI-JUN 2016 NOMOR 

~~, '-~~ ,-~~ 
BUPATIJEPARA 

> PROVINSI JAWA TENGAB 

PERATURAN BUPATJ JEPARA 

Mengingai 

Mcnirnbang 



Menetapkan • PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARI\.N SATUAN KERJA PERANOKAT 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

MEMUTUSKAN : 

=- .., -=?..t:~ ?-:o:nc:- 33 Tahun 20~ rentang Perimbangan 
Fr:-=-f?-; a:-:a::r.. Pemerintah Pusat dan Pcmcrintah Daerah 
,-e:::x=a::, Negara Republik Jndoncsia Tahun 2004 Nomor 
26 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

~SS); 
6. ?t:.raruran Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang 

Pcngelolaan Badan Layanan Umum (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4537): 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor l 8 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengclolaan l<euangan Daerah sebagairnana 
telah bcberapa kali diubah terakhir dcngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 l tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 
rcntang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 310); 

10. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tcntang Pcdornan Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

I 1. Peraruran Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ten Lang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Jcpara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) scbagaimana .. 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaicn Jcpara 
Nomor 11 Tahun 2013 rcntang Perubahan Atas Pcraturan 
Dacrah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran 
Daerah Ka bu paten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 



(1) Penyusunan RKA·SKPD berdasarkan pres= kerja sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 ayat (lJ berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target 
kinerja, analisrs standar belanja, standar satuan harga, dan standar_J2C)p~oao l 

Pasal3 

(1) Uniuk terlaksananya penyusunan RKA-Sl<PD berdasarkan Pcndckatan kerangka ,. 
pengeluaran jangka mcnengah daerah dan terciptanya kesinarnbungan RKA· 
SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program clan kegiatan 2 
(dua) tahun anggaran scbelurnnya sampai dengan semester pertarna tahun 
anggaran berjalan. 

(2) EvaJuasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (11 bertujuan menilai program dan 
kegiatan yang bc.lum dapat dilaksanakan dan/atau belum disclesaikan tahun­ 
tahun sebclumnya untuk dilaksanakan dan/atau disclesaikan pada tahun yang 
direncanakan atau l (satu) tahun berikutnya dari tahun yang dircncanakan. 

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan rnerupakan tahun terakhir uotuk 
pencapaian prestasl kerja yang ditetapkan, keburuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun yang direncanakan 

Pasal4 

(l) RKA-SKPD disusun dengan rnenggunakan pcndekatan kerangka perigeluaran 
jangka rnenengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran bcrdasarkan 
prcstasi kerja. 

(2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn ayat (l) dllaksanakan dengan rncnyusun prakiraan maju. 

(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan 
kebutuhan anggaran uruuk program dan kegiatan yang dircncanakan dalam 
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang dircncanakan. 

(4) Pendekatan pcnganggaran Lerpadu sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dcngan mernadukan scluruh proses perencanaan dan penganggaran 
pendapatan, belanja, dan pernbiayaan dl lingkungan Sh'PD untuk menghasilkan 
dokumcn rcncana kerja dan anggaran. 

(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dengan rnernperhatikan kcrcrkaitan antara pcndanaan 
dcngan kcluaran yang diharapkan darl kegiaran dan hasil serta manfaat yang 
diharapkan terrnasuk cfisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 

Pasal 2 

!II D;:Jam =;:.- ~,.....,.:r.a..-i Anzeran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
:-=c,...,1- St..P9 - ~:m ~can.a Kerja dan Anggaran Saruan Kerja Perangkat 
Daerah (~-\-S ... ~ )=g dipimpinnya, 

21 Sch!:-. r::-e=y= Peneana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah 
iil:.',-Slu"D ~ SKPKD rnenyusun Rcncana Kerja dan Anggaran Pejabat 

?cg:- ..a~ Daerah (RKA·PPKD); 
131 Kepa.a SKPD bertanggung jawab atas kebenaran dan kclcngkapan RKA·SKPD 

beserta dokumen pendukungnya; 



Pasa16 

(1) Rcncana pendapatan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) rnernuat 
kclompok, jenis, obyek dan rincian obyck pendapatan daerah, yang 
dipungur/ dike Iola/ diterirna oleh SI<PD sesuai dengan tugas pokok dan 
Iungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

{2J Rencana belanja sebagairnana dimaksud Pasal 5 ayat ( l) rnernuat kelompok 
belanja tidak langsung clan bc.lanja langsung yang masing-rnasing diuraikan 
mcnurut jenis, obyc.k dan rincian obyek belanja. 

(3) Rencana pcmbiayaan sebagalrnana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (l) memuat 
kelornpok penerimaan pcrnbiayaan yang dapat digunakan uncuk rnenurup 
deflsit APBD dan pengeluaran pernbiayaan yang digunakan untuk 
mernanfaalkan surplus APBD yang masing-maslng diuraikan menurut jcnis, 
obyok clan rlncian obyck pernbiayaan. 

(4) Urusan perncrintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 ayat (2) 
me.muat bidang urusan pcrnerintahan daerah yang dlkclola sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsl organisasi. 

(5) Organisasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayar (2) rnernuat nama 
organisasi a tau nama SKPD selaku pcngguna anggaran/pengguna barang. 

(61 Prestasi kerja yang hcndak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayai 
12) terdm dan mdikaror, tolok ukur kinerja dan target kinerja. • , .. I "'-- ... ~r. ;iN': ,.;...... . ... "~ 

C~ ~j___ I • _. :- 

Pasal 5 

(1) RKA-SKPD scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat rencana 
pendapatan, rencana belanja uncuk rnasing-rnasing program dan kegiatan, serta 
rencana -pe.mbiayaan untuk tahun yang dircncanakan dirinci sarnpai dcngan 
rincian objek pendapatan, bclanja. clan pcmbiayaan serta prakiraan maju uncuk 
tahun berikutnya. 

(2) Selain memuai sebagalmana dirnaksud pada ayat ( l) juga rnernuat informasi 
tentang urusan pernerintahan daerah, organisasi, stander biaya. prestasi kerja 
yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 

minrrnal. 
(21 lndikator k.:= ;a sebega±:;:;ar.a dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 

~buaasi!a::: j a ,;: a= dfr:aJJ21 dari program dan kegiatan yang direncanakan. 

(31 Capaian ~- .sdJ.agaimana dimaksud pada ayat 111 merupakan ukuran 
prestasr '.;e."}a y.ang: akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, eflsiensl dan 
ck:;a:.fi..a.s pda;,;saoaan dari sctiap program dan kcgiatan. 

(.! Analisrs stancar belanja scbagaimana dirnaksud pada ayat ( l) merupakan 
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan, 

l5J Standar saruan harga scbagalmana dimaksud pada ayac ( l) rnerupakan harga 
saruan seuap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan 
dcngan kepurusan kepala dacrah, 

(6J Standar pelayanan minimal sebagairnana dimaksud pada ayat (I) merupakan 
tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar 
yang rnerupakan urusan wajib dacrah. 



Pcdornan teknis vang diperlukan dalam raneka penyusunan dan penelaahan RKA­ 
SKPD sebagaimana tercanrum dalam lampimn yang merupakan bagian tidak 
rerpisahkan dari Peraruran Bupa•.i ini, 

Pasal 12 

Pasal l I 
Pcnvusunan RKA-SKPD mcnyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuaJ 
kcicnruan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku. 

Pasal9 

( l) Belanja Tidak Langsung yang bcrupa Belanja Pegawai dianggarkan dalarn RKA· 
SKPD pada rnasing-masing SKPD. 

(2) Belanja Tidak Langsung yang bcrupa Belanja Sunga, belanja subsidi, belanja 
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, 
dan belanja lidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SI<Pl<D. 

(3) Belanja langsung yang rcrdiri dari belanja pcgawai, belanja barang dan jasa, 
serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada rnasing-masing SKPD. 

Pasal 10 
Penerimaan pcmbiayaan dan pengeluaran pernbiayaan daerah dianggarkan dalam 
RKA-PPKD pada Sl<PKD. 

( l) Pendapatan berupa Pcndapatan Asli Dacrah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain 
Pendapatan yang Sah. 

(2) Pendapatan yang bcrupa Pcndapatan Asli Dacrab terdiri dari unsur Pajak 
Dacrah, Retrlbusl Daerah, Hasil Pcngclolaan Kckayaan Daerah yang Dipisahkan, 
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dianggarkan dalam RKA-SKPD 
pada masing-masing SKPD pengelola pendapatan daerah, 

\3) Pendapatan yang berupa Dana Pcrlmbangan, dan Lain-lain Pcndapatan yang 
Sah dianggarkan clalam Rl<A-PPKD pada SKPKD. 

Pasa18 

Pasal 7 

C!J I:,ri1:;a:w se'!:lag;;•mana dimaksud dalam Pasal 6 ayar (6) meliputi masukan, 
sr ;aran dar hasil, 

(21 Tolok ukur kmerja sebagarmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan 
ukuran prestasi kerja yang akan dicapa.i dari keadaan sernula dengan 
rnernpertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisicnsi dan cfektifitas 
pelaksanaan dari sctiap program dan kegiatan. 

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (6) merupakan hasil 
yang diharapkan dart suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kcgiatan. 

8 Ktgia:an cc~e':o;1"~::~=-=- '.,.,d·~S'-"d rtalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama kegiatan 
c..:ca.L==czr,""-'~ SKPD ,;:alarn tahun anggaran berkenaan. 

(7J Program s· , _g·- ~ r-3,am Pasa, 5 ayar 121 memuat aama program 
' a~~ , s ia - S :?D tlaJ • tahur .t-.gga,-an berkenaan 
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B. Pendekatan Peuganggaran Berbasis Kinerja 
Pcnganqgaran berbasis kit1C1JB mcrupakan suaiu pcndckatan dalam 

" ... cm pcrcncanaan pcnganggaran bclanja dacrah yang rncnunjukkan 

secara clas kctcrkanan amara alokasi pcndanaan dan kme1Ja Yant! 

"" 11 •P•L. -.. ..--:I 

A. Pcndekatan Penganggaran Terpadu 

Pcnyusunan anguaran terpadu dilakukan dcngan rncnjnrucgrasikun 
scluruh proses pcrcncanaan clan penganggaran di SKPD unluk 

rncnghasilkan dokumcn Rf<A Sl<Pl) dcngan anggaran rncnurui organisasi, 

Iungsi dan jcnls bclanja. Intcgrasi a(au kctcrpaduan proses pcrcncanaan 
dan pcnganggaran dimaksud ken agar udak LCIJad1 d LI plika si dalam 

pcnycdiaan dana untuk SKPD haik yang bersifat lnvcstasi maupun uruuk 

kcpcrluan biava opcrasional, Poncrapan pcnganggaran tcrpadu diharapkan 
da pHL mcwujudkan SKPl) scbagai en I itas aku ma nsl yang bertanggung jawab 

icrhadap asct dan kcwajiban yang dimllikmya. 

l. PENDEKATAN DALAM SISTEM PENGANGGARAN 

rru-> ipakan srstcrn rncngatur proses clan rnckanismc pcnyusunan kcbijaknu 

ln!-'garan pcndapatan dan bclanja dacrah, Pcrsrapan pcnganggaran dacrah, 

rrungatur 3 kornponcn pokok, yaltu : pcndckatan pcnyusunan anggaran, klasifikasi 
nnf!g1;1ran, dan proses pcnganggaran (mckanismc pcnvusunan) 

bagian dari pcnyusunan /\Pl3D yang Pcnyusunan ~lv\-Sl(Pl) adulah 

J\nggaran datum l~cnc1me Kerja dan Anggaran Sl(Pl) ndalah dokurnon 

p, rcncanaan dan pcnganggaran yang berisl program dan kcgiatan suatu SKPD yang 

mcrupakan pcnjaburan dan Rcnja SI<PD vang bcrsungkutan dalrun saiu tahun 

,11.ggaran scrra anggaran yang dlpcrlukan untuk mclaksanakannya. Pcnganggaran 

dalarn RKA SKPD dlbatasl dcngan pagu rcalistis, sehingga tldak mcmmbulkan 

rckanan pcngcluarany pcmbclanjaan yang rncngganggu pcncapaian iujuan-tujuan 

trskal. Pcnyuaurian RKJ\-SKPD dilaksanakan setclah Noia Kcscpakatan Kcbijakan 

Umurn /\i'BD serta Plafon clan Prioritas Anggaran Scrncrnara !PP/\S) hasil 
prmbahasan Bupau dcngan Dewan Pcrwakllan Rakyat Dacrah [DPRDJ. 

PENDAHULUAN 

PEDOl'ltA.'> PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATOAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA·SKPD) 

TAHON ANGGARAN 2017 

Larnprran I Peraturan Bupati .Jcpara 
'llomor 31. Tahun 2016 
Tanggal . )9 Qkrober2016 

I ~ 



------· ouaksanakan yar.g mcliputi 

dropcrasionalkan rnaka msrrurncn yang digunakan adalah: 

1. lndikator kincrja, yanu instrumcn yang digunakan unruk mcngukur 

tingkat kincrja baik yang dircncanakan maupun yang iclah dicapai; 
2. Siundar Biaya adalah satuan biaya yang ductapkan scbagai acuan 

pcrhuungan kcbutuhan anggaran; 

3. Evaluasi Kincrja merupakan pcnilaian tcrhadap capain sasaran kincrja, 
kon sistcnsi pcrcncanaan dan Implcmcntasi sorta rcalisasi pcnycrapan 
anggaran. 

Tujuan utarna pcncrapan dan instrurncn yang digunakan 
pcnganggarun berbasis kinerja adalah rncncgaskan adanya kctcrkaitan yang 

jclas aruara tnrgcL kmcrja kcbijakan yang tcrtuang dalam dokumcn 
pcrcncanaan dacrah dan alokasi pcndanaan anggaran vang akan dikclola 

SKl'D/satuan kcrja scsual dcngan Lugas clan fungslnya. 

Hal pcnting lainnya dalam pcncrapan pcnganggaran bcroasis kincrja 
adalah pcrurnusan indikator kincrja progrurnj kcgiatan yang 

rncnggambarkan ringkat kcbcrhasilan program/kcgialan yang Lelah 

dllaksanakan bcscrta kcluaran/hasil yang diharapkan, lndlkator kincrja 
hdah yang akan digunakan scbaaar alat trkur sctclah program /kcgiatan 

dapat bcrbasrs pcnganggaran pcncrapan Agar 

I Pc-::ealokasian anggaran bcroricntasi pads hasil atau rncncapai tingkat 
~:r • .,a .ertcntu (outpLll and owcome orienred); 

.1. Pcnaalokasian anggaran dldasarkan pada program/kcgiatan di urnr kcrju 
(mo11ey follow program); 

3 Adanyu flcksibilitas pcngclolaan anggaran dcngan ictap mcnjaga prin srp 
akuntabilitas (let the manager manc1ges). 

l.andasan kcnscptual tcrscbut bcrtujuan untuk: 

I. Mcnunjukkan kctcrkauan yang jclas aruara anggaran bclanja dcngan 
tingkat kincrja yang akan dicapai (directly linkages between performance 
ant.I budget); 

2. Mcningkutkan cflslcnsl clan transparansi dalam pcnganggaran 

(oµeratio,wl effic1enc;y): 

:l. vlcningkatkan Ilcksibilitas dan akuntabilitas dalarn rnclaksanakan tugas 

dan pcngclolaan anggaran (more flexibility and accowucibility). 

dthara:-.,.,,._ ~ =T;,c::.taulai.n cfisicns: cian cfckuvnas dalarn pencapaian 

:... ncrra, lu.nc: • .a z~<!laa prestasi kcrja yang bcrupa kcluaran dan hasil dart 
'-..J!tU k=--< a:, oJ:og,.,:::; dcngan kuanutas dan kualuas yang icrukur 

Landasan konscpiual pcncrapan penganggaran bcrbasis kmcrja 



C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jnngka Mcnengah Dae rab, 

Kcrungka Pcngcluaran .Jangka Mcncngah Daerah adalah pcndckatun 
pcnyusunan anggaran bcrdasnrkun kt:bijakan pcngarnbilan kcputusan yang 

mcnimbulkan irnplikasr anggaran dularn waktu lcbih duri I (satu] tahun 

ungguran 
i 'cnvusunan Kcrangku Pcngcluaran .Jangka vtcncngah Daerah 

rnclalul tahupan tahupan scbagai bcnkur: 
Provcksi kctcrscdlaan surnbcr daya unggaran untuk mcndanai berbagai 

rcncana bclanja dacrah l\spck pcrtarna 1111 rnerupakan pcndckaian lop 

clmutt yang ditctapkan Tim l\nggaran Pcrncnruah Ducrah (TJ\PDJ. 
2. lndlkasi rencana kebutuhan pcndanaan unugaran yang dibutuhkan 

uruuk mcncapai ungkat kincrja yang tcluh ditargctkan. Aspck kcdua lni 
adalah pcndckatan bottom up, yang disusun olch SKPD pclaksarra 

kcbiinkan bclanju dacruh: 
:t Kcrungka rckonsiliast yang mcmadukan kcdua hal tcrscbut, vuitu antara 

provcksi kctcrscdiaan sumbcr claya pcndanaan anggaran dcngan 

provcksr rcncana kcbuiuhan pcndanaan uruuk mclaksanakan kcbnakan 

dncrah vang tcngah bcrjalan (ort going polici~). 

l)alam oenvusunan RKA-Shl'D dcnuan pcndckatun Kcranaka . . . 
J>r~i::du ran ,Jang:.:a :-.:c.:ncn~,ih Di.crah SKI'D pcrru :nrnvc.:h:ira,-,k-,in 

mcrnayungr. 

2 Kctcrkauun atau rclevansi uruara kcluaran kcgiatan dcngan cara atau 

rnekanismc pcncapaiannya mclalui komponcn didalamnya. 

Ketcrkauan anrar komponcn scbaaai iahapan dalam rangka 

pcneapaian kcluuran, schingga udak ditcrnukan adanva tahapany hagiun 

kcgiaran [komponcn] dalam rangko pcncapaian kcluaran yanj; udak rclcvan 

sualU kcgiatun utau program 

Bcrdusarkan hal tcrscbut pcmahaman mcndasar dalam pcnvusunan 
an1man.m adalah mcngcnai alur pcrnikirun: 

kctcrkauan atau rclcvansi aruara kcgunan dcngan program yarn; 

mcmpmvcksi kan 

rncrupakan mdlkator yang dimaksudkan uruuk 

darnpak posiuf (tcrmasuk kualitas pclnyanan] dari 

c urcome) 3 Ha~· 

zn atau prceram: 
0'.1:pu1 :nc- oaxan indikator yung dlmaksudkan untuk 

:;ie,;g,- ;ras ~;:an kuaruuas ba rang / jasa yang dihasllkan suatu 

2 

c-.c. .. "]Jilknn mdikator ) ang dirnaksudkan untuk 

-""L:l.h surnber daya yana diburuhkan dalam mclaksanakan 



A. l<lasifikasi Mcnurut Unit Organisasl 
Klasrfikas! orgarusasi mcrupakan pengclornpokan alokasi angguran 

ln-lanja scsuai dcngan struktur orgunlsasi pcrncnruah dacrah (SKPD/UlYl'Dl 

Unit orgarusas: bcrupa Saluan l,c1J.i Pcrangkat Ducrah discsuarkan dcngar, 

Pcrarurun Pcrncriruah Nurnnr 18 Tahun 2016 tcruang Pera ngkat Oacruh 

B. Klasifiknsi Menurut Urusan 
Urusan adulah pcrwujudan tugas kcpcmcrinuihan dacrah di bidanj; 

urtcnru vang dilaksanakan dalum rangka mcncapai tujuan pcrnbangunan 

dacrah. l'<'nggunaon urusan discsuuikan dcngan tuuas pokok dan fun1ss1 

1T1Rs1ng masmg Sl,PI) scsuai dcnuan Undanu-Undang Nomor 2:l Tahun 2014 

u-nuing Pcrncnrnahnn Dacrah. 

C. Klnsifikasi Mcnurut Jcnis Bclanja (Ekonomi) 
.Jcrus bclanja 111.au klnslflkast mcnurui cknnomi dlgunakan dalarn 

dokurncn angguran baik dulam proses pcnyusunan, pclnksanaun clan 

prrtanggunaiawnban Zpclaporan anggurau. Nnmun pcnggunaan jcrus bclanja 
dnlarn dokumcn tcrscbui rncrntllki LUJUun yang bcrbcda. Bcrkauun dcnqan 
prnvusunan anqguran dalurn rlokurncn RI</\ SKPD, tujuan penggunaun JCll!S 

bvlanja 111i .idalah untuk mcngcushui pcndiatribusien alokasl anggaran kt· 

dularn JC11Js·Jcn1s bclanja Kcu-ntuan jcrus bclanja yang digunakan dalam 

pcnyusunan I~!"\ SKI'!) bcrpcdornan pada Pcraturun liupuLi tcntang Ragan 
t\~un Standur Ad11pL11 pcnjclasan ukun-akun atau pos-pos Pcndapatan 

Dacruh, Bclanja Dar.ran dun Pcrnhrayaan Dacrah sccarn rinci adalah scbagai 

buriku: : 

Kl;1s1fikas1 anggaran rncrupakan pcngclompokan anggaran bcrdasarkun 

unu urganisasi, rungs1 dan Jc111s bclunja. Pcngclcmpokan tcrscbui bcrtujuan 

ur tt..k mclihat bcsaran alokasi anggaran mcnurut urut organlsasl 

(SKl'O/UPTD). rncnurui, fungsi pcmcrlntah dacrah dan rncnurut jcnis 
bclunjanj a. 

II. KLASIFIKASI ANGGARAN 

ilCL>giaian p:cg:a..r.: denl?an RPJ'.ID clan Rcnstra SKPD yang pada tahap 

~· ~ ,ya menjadi acuan calam mcnyusun RKPD. Rcnja SKPD, Kli,\ clan 

P \S • aka nr-:J,C~t.>nui:.i Kcrangka Pcngcluaran Jangka Mcncnaah Dnernh 
w,c1n -:-:cnJild1--.an alokasi bclanja anggarun sclaras dcngu n prioriias 
,<C'biju,mn yarn; telah diu-tapkan dnlam jangka mcncngah bcscrta darnpak 
iiskal )nni: akan ditirnbulkan 



... • Pcndapatan Pa,ok Hotel Bmwr.~ l.i:n,, Berl.an 

l. P£~-OAPATA..'. DAERAB 

~:!a:.., - c.. L- yang dianggarkan d .. larr API3D mcruoakan 
pcr-oraan \ ng tcrukur sccara rasional dan mcrmliki kepasua serta 
dasar nuxurn pcncnrnaannya. 

PcnJ.!l iurngan unguaran harus didasarkan pada formula variable­ 

var.abcl yana rncrnpcngaruht pcrolchan pos pcndapatan mnsmu-masinu 

scluma iahun, scpcrtl jurnlah populas1/ulik/obyck wnflhari::a. 
pcrturnbuhan/ perkcmbangan. dun raktor-Iaktcr lain vang sccura 
rusionul mcmpcngarulu pos pcndapatan dimaksud. 

a. PENDAPATAN ASLJ DAERAR (PAD) 

Pcnganggaran pcndapatan dacrah ynng bcrsurnbcr dart 

Pcndapnum Asli Daerah (PAD) mcrnpcrhatikan hal-hal scbagai bcrik L 

Kondis: pcrckonomuin yang tcrjadi pada tahun-rahun sebclumnvu, 

pcrkiraun pcrtumbuhan ckonorni pada tahun 2016 dan rcalisa;;i 
pcnerimuan PAD tahun scbclumnya. scna kctcniuan pcraturan 
pcrundang undangan tcrkait. 

Tidak mcmoeratknn mas, arakat dan dunia usaha 
Dalurn pcnciapan w~gct pajak dacrah dan rctribusi dacrnh. agar 
mcmpcrhatikan potcnsi pajak ducrun dan rctribust dacruh pada 
musmg-masing pos pcndapatan didalarnnya. 
a. l. PAJAK DAERAH 

Pcngangguran pajak ducrah berpcdoman padn Undang 
Lridang Nornor 28 Tuhun 2009 icntang Pajak Daeruh dnn 
Rciribusi Darrah. Dulnrn rncnghitung target pujak dacrah, harus 

didnsurkan pada proycksi pcncrirnann yang bcrsumbcr dart data 

obyck dan subyck pajuk tahun 2016 sorta pcrkrraun bcsarnya 
pajnk dacrah lcrhuwng sarnpai dengnn ukhir pcriode tahun 2015. 

I. Pcndapalun Pajak Hotel 

Pajuk lloLcl adalah oajak atus pclayanan vanu 
discdiakan olch hotel vang mcrupakun Iasrlua s pcnycdia jasu 
penginapan/ pcrlsuruhatan icrrnasuk jasu terkait laiunva 
dengan dipunaut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losrncn, gubuk pariwisara. pondok pariwisata. wismu 

partwisuta. pcsauggrahun, rumah pcnginapan dun scjcnisn~ a, 
sorta rumab kos dcngan jurnlah karnar lebih dari 10 

(scpuluh). Pcndapaum Pajak l!olcl mcrnpcdomani Pcraturan 
Dacrah :'\omor 8 Tahun 2011 tentnng Paia.K Daerah. Acapun 
nncrannya uda.ah scbagai bcriku; 



l 

• Pendapatan Pajak Hotel Utnlllr.g Lime 

• Pendapatan Pajak HOlcJ BmLUng l::mpu1 

• ' naaoatan Pajak Hotel Biru .. mg Tiga 

• Pcndapatan Pajak Hotel Bmtang Du" 
• Pendapatan Pajak Hotct Bintang Saiu 

• Pcndupatun Pajak I !<>tel Mclati T11ta 
• Pcndupatan Pajak Hotel ~c!at Dua 

• l'cndapalan Pajak Hotel \1clau Satu 
• l'l'ndapalan l'oJak Pondok Pariwisata 

ii. Pendapatan Pajak Restoran 
Pujuk lkswran adalah pajak alas pclayunan yang 

dise-drakan olch rcstoran vung rncrupakan rasilitas pcnvcdiu 
makanon durr/uteu mmuman dcngan dipungut bayaran, yaru; 

mcncakup juga rumah makan. kafctaria, kanun, warung. bar, 

dan scjcrnsnya terrnasuk jasa boga/ karcring. Pcndapaiun 
Pujuk Rcstoran mcmpcdornun: Pcraturan Dacrah Nomor 8 
Tahun 20 I I Lcnt;,111; Pajak Dacruh. Ado pun rinciannya adaJah 
scbagai bcrlkut: 

• Pcndapat nn Pajak Rcstoran 
• Pcndupatan Pajak Ruman Makan 

• Pcndapatan Pajak Katcriru; 

• Pcndapmun Pajak .Jasa Boga 
iii. Pcndapatan Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atus pcnyclcnggaraan 
hiburan )ang mcrupakan scmua jcnts lOntonan. pcrtunjukan 
pcrmamun, dan/ala...l kcrumaran yang dinikmali dcngan 
dlpungut bayaran. Pcndapaian Pajak Hiburan mcrnpedornaru 
l'craturun Dacrah Nomor 8 Tahun 2011 Lcnwng Pajak Dacrah. 
Adapun nncrnnnva adulah scbagul bcrikut: 

• Pcndaparan Pajak Kcscruan, Musik, Tari, dan/otau Busana 
• Pcndapatan Pajak Panu Pijat, Rr-Ilcksr. Mandi Uap / Spu 

dan Pusat Kebugaran (Fitness Center, 
• Pcndapauin Pajak Pcrtundingan Olah Ra!'\a 

iv. Pcndapatan Pajak Rcklame 

Pajak lkklam~ adalar- pajak aias pc:t) clenggaraan 
rt klume , ani.t rncrupakan bcnda, alat, pcrbuatan, atau media 
, anq bcruuk dun corak ragarnnya dlrancanu uruuk iujuan 
korncrstu, mcmncrkcnalkan. mcnganjurknn, :nc;npromos1ka..'1 



oananva bcrsumber clan pcnuapatan scndiri 

Pen gel uara n uru.uk pcngadnan / pcrnbchan don auiu 

pcmcllharaan jalan, lrlgas: dan jaringan (yang dapat 

ri1ka pita hsa s1J Wlll~ dilakukun olch SKI'D /UPTO yung 
-ncnc-apkan pols pcngclclaan kcuangan l:3LLD dan 

• Hclanja Modal /\set Tetap Lainnya HLUO adalah 

: 

l)~n;; dapat rl: .. apnalisasi] yang dipakai unruk kcpcntingan 

umurn can dimiliki Pcmcrintah Dacrah 

• Bc!anja ~loc!al lnstalasi Listrik dan Telcpon adalah 

Pcngcluaran untuk pcmbangunan aan atau pcmcliharaan 

Instatasi Hstrik dan iclcpon (yang dapat dlkapitalisasi] yang 

dipakai uruuk kcpcnungan umum dan dimillki Pcrncnruah 
Dacrah 

• Bclanja ModoJ .Jalan, lngasl dart .Jaringan BLUD adalah 

Pcngcluaran unuik pcrnbangunan dart atau pcrncliharaan 
jalan, mgasi dan jaringan (yf1ng dapat dikapitalisasi] vang 

dilakukan olch SKPD/UPTD yang mcnerapkun pola 
pcngclolaan kcuangan l3LUD dan dananya bersurnbcr dari 

pcndapatan scndiri. 
v, Bclanja Modal Aset Tetap Lalnnya 

Adalah pcngadaan Zpcmbchan dan juga pcrncliharaan 

asci tciap lainnya vang dilukukan dcngan maksud uruuk 
dipakai dalam kcgiatan opcrasional Pcmcriruah Dacrah clan 

dalarn kundisi srap dlpakai 

• Bclarna Modal Buku dan Kcpustakaan adalah Pcngcluaran 

untuk pcngadaan Zpcrnbclian dun atau pcrncllharaan (yan{,l 

dapai dlkapitahsasi] buku dan kcpusrakaan digunakan 

untuk opcrasional dan d!milikl Pcmcr+ntah Daerah. 
• Bclanja Modal Barang Bcrcorak Kcscnian dun Kobudavaan 

ada!ah Pcngcluaran unruk pcngadaan Zpcmbcfian dan aiau 

pcrnclrhuraan (yang dapat dlkapitalisasi] barang bcrcoruk 

kcscman dan kcbudayaan digunakan unruk opcrasionul 
dun dirrullkt Pcmcrintah Dacrah. 

• Bclnnja Morla! Hcwan Z'l'crnak dun Tanarnan adalah 

Pcngeluaran unluk pongadaanj pcrnbclian dan atau 
pcrncliharaan (yanµ dapat dikapnalisasl] hcwanr icrnak dan 

tanarnun dlgunakan untuk opcrasional dan dirnlllk' 

Pcrncvintah Dacrah 



.• 

a. Pcncrimaan Pembiayaan 

a. l. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Scbelum.nya 

Pcnganggaran Srsa Lcbih Pcrhitungan l\nggaran Tahun 
Scbclu rnnya (Sil.l'l\i harus didasarkan pada pcnghitungan yan~ 

ccrrnat dan rasional dcngan rncmpcrtirnbangkan pcrkiraan rcalisasi 

anggaran Tahun Anggaran 2016 dalarn rangka rncnuhmdun 

kcmungklnan adanya pcngcluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang 

tidak dapat didunai akibat, tidak tcrcapalnya SiLl'i\ yang 

dlrcncanakan. Sclanjutnya SlLPI\ dirnaksud harus diuraikan pads 
obyck dan rincian obyck surnbcr SiLPi\ Tahun Anggaran 2() 16. 

i. Pclampauan Pendapatan/Penerimaan 

• Pclarnpauan Pcndapatan Asll Dacrah 

• Pclarnpauan Pcndapatan Dana Pcrlmbangan 

• Pclarnpauan Pcndapatan Lain-Lain Pcndapatan Yang Sah 
• Pclampauan Pcncrlmaan Pcmbiayaan 

ii. Sisa Penghematan Pengeluaran/ Belanja 

• Sisa Pcnghcrnatan Belanja Tidak Langsung 

• Sisa Pcnghcmatan Bclanja Langsung 

• Sisa Pcnghcmatan Pcngcluaran Pcrnbiayaan 
iii. Kegiatan Lanjutan 

• Kcgiaian Lanjutan 

a.2. Pcncairan Dana Cadangan 

Pcncairan Dana Cadangan 

• Pcncairan Dana Cadangan 

a.3. Hasil Penjunlan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

i. Basil Penjualan Purusahan Mllik Daerah/BUMD 

• llasU Pcnjualan Pcrusahan Milik Dacru.h/13UMD 

ii. Hasil Penjualan Aset Milik Pcmcrintah Dacrah yang 

Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga 

• I lasil Pcnjualar. Asct Mil'k Pcmc+inteh Dacrah Y~ng 
Dikcrjasarnakari dcnnan Pihak Kcl!(!a 

Pe~~clua.= umuk pc:ngadaan/pc:mbchan dan aiau 
pe meliharaan (yang dapat dlkapitallsasil perangkat lunak 
softw arc digunakan untuk opcrasional dan dimilikt 

Perncrintah Dacrah , 
3. PEMRIAYAAN DAERAH 

adalah Lunak z Sunware 

TL 3eJ-.p :.:.oda.l Aset, Lainnya 

• Br,a:l a \~ooa, Pcranakat 



iii. Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah L.ain 

• Pcncrirnaan Piutang Dacrah dari Pcmcrintah Dacrah Lain 

iv. Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Kcuangan Bank 

• Pcncrimaan Piutang Oacrah dari Lcrnbaga Kcuangan Bank 

v. Pcncrimaan Piutang Daerah dari L,embaga Keuangan Bukan 

Bank 

• Pcncrimuan Piuiang Dacran dari Lcrnbaaa Kcuarigan Bukan 

B.u1k 

Piutang Dacrah dari Lain-Lain Pcndapatan • Pcncrirnaan 
yanu Sah 

ii. Pcncrimaan Piutang Dae rah dari Pemerintah 

• Pcncrirnnan Piutang Dacrah dari Pcmcrmtah 

' 

a.4. Penerimaan Pinjaman Daerab 

L Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pcmerintah 

• Pcncnmaan Pmjaman Dacrah dan Pcmcrrmah 

iL Penerimaan Pinjaman Daerah darl Pcmerintah Daerah Lain 

• Pcnerimaan Pinjarnan Daerah dari Pcmcrtntah Daerah Lain 

iii. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lcmbaga Kcuangan Bank 

• Pcncrimaan Pinjaman Dacrah dari l.cmbaga Kcuangan 

13ank 

iv. Pe ne rirn aan Pinjaman Daerah darl Lernbaga Keuangan 

Bukan Bank 

• Pcncrrmaan Plnjurnun Daerah clan Lcrnbaga Kcuangan 

Bukan flank 

v. Pcnerimaan Basil Pcncrbitan Obliga.si Dacrah 

• Pcncrimuan I Iasil Pcncrbitan Obligasi Dacrah 

a.S. Pcncrimaan Kcmbali Pcmberian Pinjaman 

Pcncrimaan kcmliall dana bcrgulir dianggarkan dalarn 

A1'1:3D pada akun pcmbiayaan, kclornpok pcncrimaan pcrnbiayaan 

dacrah, jcnis pcncrimaan kcrnbali invcstast pcmcri ntah dacrah, 

obyck dana bcrgulir dan rincian obyck dena bcrgulir dari kclornpok 

masvarakat pcncrirna. 
• Pcncrrmaan l{cmbali Pcmbcrian Pinjarnan 

a.6. Penerimaan Piutang Daerah 

i. Penerimaan Piutang Oaerah dari Pcndapatan Dacrah 

• Pcncnrnaan Piutang Dacrah dari Pcndapatan Pajak Dacrah 

• Pcncrirnaan Piutang Oacrah dari Pcndapatan Rctribusl 

Dacrah 



b. Pe~ -~ Pe=biayaan 

b.l. ?e,;;c;:rul;:ao Dana Cadangan 

"°'=o:utu'...:a- :)a-a Cadangan 

• • c·:-:1oc:ituKan Dana Cadangan 

b.2. Penye.rtaan Modal (lnvestasi) Pemerintab Daerab 

Pcnycrtaan mndal Pcmcrintah Dacrah pada badan usaha 

m'Jik ncgara /dacrah dan Zatau bndan usaha lainnya ditctapkan 
dcngan pcraruran dacrah tcniang Penyertaan Modal. Pcnycrtaan 

modal dalarn rangka pcrncnuhan kcwajiban yang tclah tcrcanturn 

dalam pcraruran dacrah pcnycrtaau modal pada tahun scbclurrrnya, 

tidak pcrlu diicrbitkan pcraturan dacrah tcrscndiri scpanjana 
jurnlnh nnggarnn penycrtaan modal icrscbut bclurn mclcbihi jumlal 

pC'n) crtaun modal yang Lelah ditctapkan padu pcraturan dacrah 

tcruang pcnycrtuan modal. 

Dalarn hal pcrncrintah dacrah ukan mcnamban iumlah 

pcnvcrraan modal rnclcbihl Jumlah pcnycrtaan modal yang tclah 

ditctapkan dalarn pcraturan dacrah tcntang pcnycrtaan modal 

dirnaksud, pcrncrtntah dacrah mclakukan pcrubahan pcraturan 

dacrah tcmcng pcnycriaan modal tcrscbut 

Pcmcrrntah Oacrah dapat rncnarnbah modal yang dlsctor 

dan/at,rn rnclakukan pcuarnbahan pcnycrtaan modal pada 13adan 
Usaha Mllik Dacrah {BUMD) untuk rncrnpcrkuat struktur 

pcrmodulan. schinggu BUMI) drrnaksud dapai lcbih bcrkompcrisr, 

tumhuh clan bcrkcmbang Pcnarnbahan pcnycrtaan modal 

drlcnakap: dcngan analiars 111vcs1as11 khusus unruk DUMD scktor 

pcrbankan, pcrncnruah daerah dapat rnclakukan pcnambahan 

pcnvcrtaan modal dimaksud !,\Una mcmcnuhi Capnol /\deqiwcy 

Rutio {CAI?) scbagairnana dipcrsyaratkan olch Bank Indonesia, 

i. Pcnyertaan Modal pada Badan Usaha Milik NegQl'a (BUMNJ 

• Pcnycrtaan Modal pada Badun Usaha Mllik Negara l~UMNJ 

ii. Penyertaan Modal pada Badan Usa ha Mllik Dacrah (BUMD) 

• Pcnycrtaan Modal Dacrah kcpada l'D Bl'R Bank Jcpara 

Artha 

• Pcnycrtaun Modal Dacrah kcpada PD. BPR BKI< .Jcpara 

• Pcnycrtaan Meda, Dacrah kcpada PD/\M Kabupatcn .Icparu 

• Pcnvcrtaan Modal Dacrah kcpada PT Bank Jale:1g 

iiL Pcnycrtaan Modal pada Perusahaan Milik Swast.a 

• Pcnvcrtaar \I idal pada Pt·~usahaar !\>'i'ik ~,~a~~a 1Da.'1d 



harus rrtcmunfaatkarmya unruk pcnarnbahan program dan kcgunan 

pnoritas yang dibutuhkan, volume program clan kcgiatan yang tclah 

diunggarkan. durr/utuu pcngeluaran pcrnbiavaan 

c.3. Da.arn hal IK runungan SI LP1i tar un bcrjalan ncgaut, Pcrncriruaa 

Dae.ah mc.akukun ;.it:!1!!U.« •• gun bahkan pcnghapusan pL'1gcJ..rnran 

c.l. Pcmcrinw.h Dacrah mcnciapkan Sisa Lcbih Pcrnbiayaan (S!Lf'A) 

Tahun .l\ng~aran 2.U l ll bcrsaldo nihll. 
c.2. Dalarn ha! pcrhitungan pcnyusunan l~ancangan APBD 

men ~lrn st! ka n S!LPA iahun bcrjulan positi r. ['cmC'rintah Dacra a 

b.3. Pembayaran Pokok Utang 

i. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada 

Pcmerintah 

• Pcrnbayaran Pokok Utang yang .Jatuh Tcmoo kcpada 

Pt; mcri n Lah 

ii. Pcmbayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada 

Pcmerintah Daerah Lain 

• Pcrnbayaran Pokok t.Jurng yang ,IIHuh Tempo kcpaca 

Pcmcrintah Dacrah Lain 

iii. Pcmbayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kcpada 

Lembaga Kcuangan Bank 

• Pcrnbayaran Pokok Utang yang .Iatuh Tempo kepada 

Lcrnbaga Kcuangan Bank 

iv. Pcmbayaran Pokok Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada 

Lembaga Keuangan Bukan Bank 

• Pernbayuran Pokok Utang yang ,Jatuh Tempo kcpadu 

l.cmbaga Kcuangan Bukan t3ank 

v. Pelunasan Obligasi Daerah pada Saat Jatuh Tempo 

• l'clunasan Obligasr Dacrah pada Saal .JaLUh Tempo 

vi. Pcmbelian Kembali Obligasi Daera h Sebelum Jatuh Tempo 

• Pcmbchan Kcrnbali Obligasi Dacrah Sebclum .Lat uh Tempt> 

b.4. Pemberian Pinjaman Daerah 

I. Pe rnbe rian Pinjaman Daerah kepada Pemcrintah 

• Pcmbcnan Pinjarnan Dacruh kcpada Pcmcrtntah 

ii. Pembcdan Pinjaman Dae rah kepada Pemerintah Dae rah 

La i n 

• Pcmbcrian Pinjamun Daerah kcpada Pcrncrinwh Dacrnh 
Lam 

e. Sisa Lcb ih Pembiayaao (SILPA) Tahun Berjalan 
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L--- -~u:P:.,:/V.~Tf J E P/\RJ\ f11\H,, - N 

f'EN:CL,T :,N f>RODUI< HlJKUM 

Kcpala SKJ'lJ selaku Pcngguna l\nggurun (PA) rncnyusun RKA-SKPD 

} .. mg dlpimpinnya dalarn rangka pcnyusunan dan pclaksanaan /\PBI) Tahun 

J\u~gamn 20 J 7. Rl</\-SKPD disusun bcrdasarkan pagu semen Lara dan 

mcnzgunakan pcndckaian Pcngan~asan Terpadu. Kcrangka Pcnqcluaran 

.Jangka Mcncngah, dun Pcngunggaran bcrdasarkan prcstasi kcrja. Dulam 

rangka pcnyusunan RKA -SKPD dimaksud. Sl(Pl) WUJib: 

11 Mengacu Plafon dan Pagu Scrncntara tahun 20 17; 
o Mcngucu pada stander Biaya iahun 2017: 

c .Vlcnvcsuaikan dengan aplikasi RKA-SKPD tahun 20 l 7 

d Mcncanturnkan Large! kincrja: 

e Mcncanturnkan pcrhitungan Prakiruan Maju untuk 2 (dua] iahun kcdepan: 

I. Mclarnpirkan dokumcn pcndukung tcrkau: 

g vlclarnpirkan Rcncana Bisriis Anggaran (l<BA) uruuk Satuan Kcrja Badan 

l .. ayanan umum Dacrah JULliDJ. 

Ill. MEKAN1SME PENYUSUNAN RKA·SKPD 

pc::nbiaya.an \ ang b:..;.:an rncrupakar kcwajibae daerah, 
::x!1::-..:rangrm ;:iro=r.i oan kcgiatan yang kurang prioritas dan/atau 
pcngurangan volume program dan kcgiatanny a 


